
PERATURAN BUPATI 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

NOMOR 63 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUASTAKAAN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 



I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 43 Tahun 2007 
tcntang Pcrpustakaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4774); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tcntang Kearsipari' 
[Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lcmoaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5071); 

4. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2013 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Kolaka Timur cli Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
540 I); 

a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketcntuan dalarn Pasal 7 
Peraturan Dacrah Nomor 21 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur, menyebutkan bahwa ketentuan \ebih lanjut 
mengcnai Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kcrja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya 
ditetapkan lebih lanjut dengan Pcraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud f 
huruf a, maka perlu mcrnbentuk Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kcrja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 
Kolaka Timur. 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mcngingat 

Menimbang 

KEDUDUK.A.N, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DJNAS KEi\RSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

KABUPATEN KOl,AKA TIMUR 

TENT ANG 

PF:RATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR 63 TAHUN 2016 

BUPi\TI KOLAKA TIMUR 
PROVl NS! SU LA WESl TENG GAR.I\ 

SALIN AN 



Didalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten, 

Kolaka Timur. 
5. Dines adalah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 

Kabupaten Kolaka Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan Dan 

Perpustakaan Kabupaten Kolaka Timur. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjurnya disebut UPTD 

adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional ctan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 

Pasal 1 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSl SERTA TATA KERJA DINAS 
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 
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o. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5494); 

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 · ten tang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pernerintahan Daerah (Lemoaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nornor 114); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 ten tang Pernbetukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten l 
Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21). ~ 

Menetapkan 



{ 1) Tipe perangkat dacrah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
3, diklasifikasikan atas tipe C. 

{2) Pencntuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berdasa.rkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang 
perpustakaan. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pernerintahan; 
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), dilaksanakan 
berdasarkan ketcntuan peraturan pcrundang-undangan. 

Pasal4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur perangkat yang rnelaksanakan urusan 
pcmerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan 
scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, adalah Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan. 

Pasal3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang kearsipan dan bidang perpustakaan diwadahi dalam 
bentuk Dinas. 

Pasal 2 

Bagia.n Kesatu 
Bentuk Pcrangkat Daerah 

i 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

8. Jabatan fungsional adalah sckelompok jabatan yan,g .berisi 
fungsi dan tugas bcrkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tert~n!:_u_ 
ctilingkungan Dinas Kearslpan Dan Pcrpustakaan Kabupaten 
Kolaka Timur. 
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( i) Susunan Organisasi Dinas terdiri da.ri : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan; 
cl. Bidang Pernbinaan, Pelayanan dan Pclestarian Bahan 

Pcrpustakaan; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

{2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum i ~ 
dalam Lampiran Peraturan ini. t 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

perpustakaan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kcarsipan clan 

perpustakaan; 
d. pelaksanaan adrninistrasi dinas di biclang kearsipan dan 

perpustakaan; 
c. pclaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

clengan tugas clan fungsinya. 

Pasal 8 

Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Dinas menyclenggarakan Iungsi : 
a. perumusan kebijakan di bi dang kearsipan , dan 

pcrpustakaan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bi dang kearsipan dan 

Pasal 7 

Dinas mempunyai tugas mernbantu bupati melaksanakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pernbantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang 
kearsipan dan bidang perpustakaan. 

Pasal6 

(li Dinas mcrupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah, 

Pasal 5 

Bf\'o \\\ 
KE,DUDU\U\N Dl\N SUSUNl\N ORC?,l\N\SI\Sl 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 
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( 1) Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian. 

{2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat [I], dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (1), Sekrctariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoorclinasian penyusunan rencana kegiatan 

dinas; 
b. pelaksanaan urusan umum clan perlengkapan: 
c. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan. 

hukum serta pelaksanaan urusan pendidikan clan pelatihan; 
d. pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan 

penyusunan anggaran; 
c. pelaksanaa.n fungsi Jain yang dibcrikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

Pasal 12 

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelcnggarakan pernbinaan" 
dan tatalaksana, perencanaan, kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan, rumah tangga dan hubungan 
kcmasyarakatan. 

(2) Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekretsriat 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kcpala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN F'UNGSI 
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Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan urusan pernerintahan di bidang 
kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas pernbantuan serta bertanggung jawab atas 
terlaksa.nanya tugas clan fungsi Dinas. 



Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P;:i,J! 
14 ayat (1), Bidang Penyelcnggaraan Kearsipan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja pernoinaan. · 

pengembangan dan akuisisi dokumen kearsiparr sesuai 
dengan rencana dan program kcrja dinas; 

b. pelaksanaan pernbinaan, pengawasan dan pengcndahan 
kegiatan perencanaan teknis pernbinaan dan pengernbangan 
sumber daya manusia, layanan dan penyiapan dokumen dn:if 
akuisisi, pemeliharaan dan penyirnpanan dokurnen: 

I 

Pasal 15 

(1) Bidang mernpunyai tugas menyusun pedoman teknis 
pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiata» 
perencanaan tcknis dan pengembangan sumber daya 
manusia, pemeliharaan dan penyimpanan dokurnen dan 
pengelolaan kearsipan dinamis dan kearsipan statis. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin cne:1 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan oertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Pcnyelenggaraan Kearsipan 

( 1) Sub Bagian Prencanaan dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, mernpu nyai tugas 
mcnghimpun pedornan dan pctunjuk teknis, melaksanakan 
pengoordinasian pcnyusunan program dan kegiatan 
tahunan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan program 
Dinas serta melaksanakan urusan pengoordinasian 
penyusunan anggaran, periatausahaan keuangan, 
perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan, 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksu-l 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, rnempunyai tugas 
menghimpun pedoman dan pctunjuk tcknis, melaksanakau 
urusan l<etatausahaan, kehu masan, protokoler dan rurnah 
tangga, melaksanakan urusan adrninistrasi kepegawaiar., 
ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur dan 
melaksanakan pengkoordinasan hukurn dan peraruran 
perundang-undangan serta rnelakukan urusan pengclolaan 
barang/asset dinas. 

Pasal 13 
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( 1) Seksi Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud calam 
pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan I 
penyiapan bahan perumusan clan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan. 
supervisi clan konsulrasi, pelaksanaan sosialisasi u. 

pemantauan di biclang pernbinaan kearsipan. 
(2) Seksi Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalan 

pasal 16 ayat ( 1) h uruf b, mernpunyai tu gas melaksan11kan 
penyiapan bahan perurnusan dan pelaksanaan kcbijakan 
serta evaluasi clan pdaporan, pernberian bimlnngan, 
supervisi dan konsultasi, pelaksanaan sosiali;;asi,] 
pernantauan dan pengawasan di bidang p~ngawas;,nl 
kearsipan. 1 

(3) Seksi Pengolaan Kcarsipan sebagaimana dimaksud nalam 
pasal 16 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melaksanaka» 
penyiapan bahan perurnusan clan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan, pernusnahan clan akuisis 
arsip pengolahan dan preservasi dibidang pengolaa 
kcarsipan. 

Pasal 17 ' ' 

( 1) Bidang Penyelengaraan Kearsipan terdiri atas : 
a. Seksi Pembinaan Kearsipan; 
b. Seksi Pengawasan Kearsipan; 
c. Seksi Pengelolaan Arsip. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (ll, dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjai.rab 
kepada Kepala Bidang Penyelengaraan Kearsipan. 

Pasal l 6 

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi teknis 
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan surnber daya 
manusia, layanan dan penyiapan dokumen dan akuisisi, 
pemeliharaan dan penyimpanan dokurnen; 

d. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan 
sumber daya manusia, layanan dan penyiapan dokumen dan 
akuisisi, pemeliharaan dan penyimpanan dokumen; 

e. pelaksanaan penyusunan rencana, pengawasau. 
pengendalian pembinaan dan pengembangan sumber daya 
manusia, layanan dan penyiapan dokumen dan akuisisi, 
pemeliharaan dan penyimpanan dokumcn; 

f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan insransi 
terkait; 

g. pelaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring. 
evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pembinaan 
pengembangan dan akuisisi dokumen kcarsipan; 

h. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Kepa!a Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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( 1) Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan terdiri atas : 
a. Seksi Pengembangan Pengembangan Koleksi dar. 

Pengolahan Bahan Perpustakaan; 
b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; 
c. Seksi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan. 

(2).Seksi sebagaimana dimaksud pada ayar (1), dipimpin oleb 
Kepala Seksi yang berada di bawah clan bertanggung jawat 
kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (1), Bidang Penyelengaraan Perpustakaan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja teknis di bidang pengelolaan dan 

pelayanan perpustakaan daerah; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

perpustakaan; 
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintan 

daerah dalam bidang pengelolaan perpustakaan, pengelolaan 
bahan pustaka dan pelayanan umum perpustakaan; 

d. pernbinaan, pengernbangan dan pelaksanaan uigas di bidang 
pengelolaan dan pelayanan perpustakaan; 

e. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dar. 
pelayanan umum di bidang perpustakaan, penyelenggaraan 
dan pcngelolaan perpustakaan umum; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 19 

(1) Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perurnusan kcbijakan, 
pelaksanaan kcbijakan, serta evaluasi dan pelaporan di 
bidang Perpustakaan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawah 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 18 

Bagian Keernpat 
Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan 
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(1) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalan. 
Pasal 22, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalar. 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalarn berbagsi 
kelompok sesuai bidang keahliannya, 

(2) Kelompok .Jabatan FungsionaJ sebagaimana dimaksud paca I 
ayat ( 1), dipimpin olch seorang tenaga Iungsional senior y2:,g J 

ditunjuk oleh Bupati da.n dalam melaksanakan tugasnya I 
bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas. ~· ' I 

(3) Jumlah .Jabatan Fungsional sebagaima.na .dimaksud pada 
ayat (1), ditentuka.n berdasarkan kebutu han dan bebac 
kerja. 

(4) Jenis Jabata.n Fungsional sebagaimana dimaksud pada aya· 
(1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yar.; 
berlaku. 

Pasal 23 

Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis dinas sesuai biclang keahliannya. 

Pasal 22 

Bagian Kelima 
Kelompok Jabatan Fungsional 

(1) Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahar, 
Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayai 
(1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
bah an perurnusan dan pelaksanaan kebijakar 
pengernbangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaa», 
evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan koleksi c!a1: 
pengolahan bahan perpustakaan. 

(2) Seksi Pembina.an dan Pengembanga.n Perpustakaa.. 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf ';. 
mernpunyai tugas melaksanakan pcnyiapan bahar 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengernbanga; 
koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan, evaluasi cia:1 
pelaporan di bidang pembinaan dan pengernbangan 
perpu stakaan. 

(3) Seksi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaae 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (I) huruf c, 
rnempunyai tugas rnelaksanakan penyiapan bahan 
perurnusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangau 
koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan, evaluasi d~-, 
pelaporan di bidang layanan otornasi dan kerjasama 
perpusrakaan, 

Pasal 21 
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Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional I 
mempunyai hubungan kerja. i I 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas darl . 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih Janjut dan untuk memberikan p_\;1unju:i I 
teknis kepada bawahannya. · 

Pasal 28 

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepa.la Seksi 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk clan bertanggungjawab 
pada atasannya masing-rnasing dan menyampaikan laporai. 
berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 27 

Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 26 

Kepala Dinas wajib mengawasi pclaksanaan tugas bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyirnpangan agar mengarnbil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal 25 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 
masing-rnasing maupun an tar satuan organisasi 
dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain 
diluar Pernerintah Daerah sesuai denga.n tugas masing 
masing. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan 
Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi 
lainnya sesuai clengan tugas pokok masing-rnasing. 

(3) Setiap pernimpin satuan organisasi dilingkungan Pcmerintan 
Daerah wajib melaksanakan pcngawasan melekat. 

Pasal 24 

EAB V 
TATA KERJA 

- 10 - 

Pasal 29 



pada Dinas Daeral: 
sesuai pedoman yangl 

1 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 
ditetapkan oleh Pernerintah. 

(l) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalan: 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada 
peraturan perundangan-unclangan yang berlaku. [ 

(2) Kepala Dinas diangkat clan diberhentikan oleh Bupati atas I 
usul Sekretaris Daerah. I I 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatai 1 • 
pimpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa aiau jabatan 
administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon !'.i~ 
atau jabatan administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Scksi lingkup Dinas [ 
merupakan jabatan eselon rva atau jabatan pengawas. 

(7) Pejabat eselon Ill atau jabatan administrator dan Pcjabcl I 
eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dina, I 
diangkat dan diberhentikan oleh Bu pati atas usul Kepa!t. 
Dinas rnelalul Sekretaris Daerah. 

Pasal33 

BAB VJ 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertirnbangan daya guna dan hasil guna masing 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintan Daerah dapa 
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejaba. 
dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 32 

( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris 
melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan 
perundang-undaJJgan yang berlaku; 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kep?tift 
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang mernbidangi 
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kcpala Dinas. 

Pasal 31 

Dalam melaksanaka.Jl tugas, Kepala Dinas dibaruu oleh Kcpala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pernberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadal<an rapat 

berkala. 

· 11 · 

Pasal 30 



Pembina, Go!. IV/ a 
198003 17 200003 l 00 l 

SH. LLM 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEP ,A BAGIAN HUKUM, ----- - -. 

SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAl(A TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 63 

SAMSUL BAHRI MADJ!D 

ttd 

Pih. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawu ta 
Pada tanggal Desember 2016 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Desembcr 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Kabupaten Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2015 ten tang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sadan Perpustakaan dan 
Arsip Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Serita Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 54), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal34 

BAB V!l 
K£TENTUAN PENUTUP 

- 12 - 



Pembina, Gel. IV a 
19800317 200003 1 001 

Salinan sesuai dcngan aslinya 
KE l A BAGIAN HUKUM, 

..-----, - 

TONY HERBJANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAK.A. TIMUR, 

KEPALA DINAS 
I 

SEKRETARIS I 

KELOMPOK JABATAN I 

FUNGSIONAL I I 

SU BAG SUBA.G. 
?':RE NCANAAN !. KEPEGAW/.IAN s TAiA 

KEANGAN USA HA 

• 
Bl DANG BIDf,NG 

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN. 

KEARSIPAN P!:'LEST,\Rl.4N & BAHAN 
PERPUSTAKAA"J 

I I 

SEKSI SEKSI 

PEMBINAMJ KEARSIPAN PENGEMBANGAN KOLEKSI & 
,-.-- '--- DENGOLAHAN GAHAN 

PERPUSTAKAI\N 

., 
,j . 

SEKSI SEKSI 

PENGAWALAN KEARSIPAN 1'Et.:BINAAN & PENGEMBANGAN .,___ - PERPUSTAKAAN 

;,;;, 
'A 

SEKSI SEKSI 

- ~ 
PENGELOLAAN ARSIP LA YANAN OTOVASI & 

KERJASAMA PERPUSTAKAAN 
. 

BAGAN STRUKTUR ORGAN!SASI 
DIN AS KEARS!PAN DAN PERPUST AKAAN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

: PERATURAN BUPATI KM;UP1\''.'EK KOLAKA TIMl'P 
: 63 TAHU;,i 2016 

: KEl)UDUKAN, SUSCNAN ORCANISASI, T:.:GAS D~) 
f'UNGSl, SERTA TATA KE:R..:!\ Di:-iAS KEARSJPA'.< !l'.1 
PERPUSTAl'~I\AN KABUP:\TEN KOLAKA T!MvR. 

LAMPIRAN 
NO MOR 
TENTA:s!G 




